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Abstract:

The development of religious communities is an interesting research area to study, this is because human behavior always has a relationship with the surrounding community. In practice, society makes religion a way of life. Community development is one of the instruments towards a harmonious community life order. However, recently, there have been many challenges in implementing the empowerment of religious communities, ranging from inter-religious conflicts to radical and conservative understandings of Islam. In this context, this paper finds a model for developing a religious community with the aim of strengthening and disseminating an understanding of community development in the space of a religious community. The approach in this study is to study literature or literature from various references obtained. This paper shows that there are 3 (three) models in the development of religious communities (1) the Medina community development model, (2) the ABCD community development model, (3) the people, centered, participatory community development model, (4) the inter-religious community development model.
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Abstrak

Pengembangan masyarakat beragama menjadi ranah penelitian yang menarik untuk dikaji, hal ini disebabkan bahwa perilaku manusia selalu memiliki hubungan dengan masyarakat sekelilingnya. Pada prakteknya, masyarakat menjadikan agama pedoman hidup. Pengembangan masyarakat salah instrument menuju tatanan kehidupan masyaraka harmonis.  Namun, akhir-akhir ini, banyak tantangan  dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat beragama yang dihadapi, mulai dari konflik antar agama, pemahaman islam yang radikal dan konservatif. Dalam konteks ini, tulisan ini menemukan model pengembangan masyarakat beragama dengan tujuan menguatkan serta menyebarluaskan pemahaman pengembangan masyarakat dalam ruang masyarakat beragama.   Pendekatan dalam penelitian ini studi literature atau kepustakaan dari berbagai referensi yang didapat. Tulisan ini menunjukkan terdapat 3 (tiga) model dalam pengembangan masyarakat beragama (1) model pengembangan masyarakat madinah, (2) model pengembangan masyarakat ABCD, (3) model pengembangan masyarakat people, centered, participatory, (4) model pengembangan masyarakat inter-religious.
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A. Pendahuluan 
Pengembangan masyarakat beragama menjadi topik dalam relasi masyarakat, dimana promblematika sosial selalu dinamis berdasarkan potensi, kebutuhan di setiap masyarakat. Pengembangan masyarakat dianggap mampu meredisbutrsikan potensi dalam suatu masyarakat sehingga mampu terjadi “proses tolong menolong kelompok atau individu yang dirugikan dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan. Dalam konteks keberagamaan, agama nmempunyai kedudukan penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai alat untuk membentuk watak dan moral, tapi menentukan falsafah kehidupan suatu masyarakat. Dalam (Northcott, 1999) agama, seperti gejala kemasyarakatan dan sebagai gejala kebudayaan. Agama akan mempengaruhi dan dipengaruhi manusia.  Fakta di sekitarnya, kehidupan beragama sangat memprihatinkan, keberagaman menjadi isu sentral dalam hubungan antara masyarakat. Tren keberagamaan di Indonesia cenderung meningkat, kecenderungan itu dipengaruhi beberapa faktor terutama konstestasi politik, ceramah atau pidato ujaran kebencian, serta unggahan kebencian di media sosial (Survei Wahid Institute: Intoleransi-Radikalisme Cenderung Naik, n.d.), dalam perpektif perencanaan pembangun, pemberdayaan umat/ masyarakat beragama bagian dari yang memfokuskan perhatian terhadap pola pengembangan masyarakat beragama.  
	Terdapat dua faktor utama menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat beragama, pertama, pengembangan masyarakat termasuk rumpun sosial dengan memahami promblematika masyarakat,(Al-Kautsari, M. M., 2019) Kedua, Sudut pandang keilmuan pengembangan masyarakat dapat dikaji dalam perpektif agama(AS, E., n.d.), dua hal ini mendasar bahwa pengembangkan masyarakat berbasiskan alam maupun manusia yang keduanya saling berkesinambungan (Ahmad Rizal & Bahri, n.d.), dalam mengelola keberagamaan peran utama mengelola hubungan “harmonisasi” dalam struktur sosial.  Pertanyaan dalam penelitian ini adalah seperti apa model pengembangan masyarakat beragama ? Untuk mempermudah penelitian, digunakan deskriftif analitik guna melihat model pengembangan masyarakat beragama.


B. METODE 
	Artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yang difokuskan mengenai literature pemberdayaan dan masyarakat beragama dengan metode kualitatif, kajian literature, cara memperoleh kajian ini dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topic penelitian, untuk menghasilkan berkenaan satu topic tertentu (Marzali, n.d.), Menulis kajian literature memperlihatkan kepada pembaca, pertama kita mengetahui kajian-kajian lain yang pernah dilakukan orang berkenaan dengan topic penelitian kita. Kedua, kajian literature menghubungkan kajian yang akan kita lakukan dengan wacana luas dalam literature tersebut. Ketiga, menunjukkan kemampuan kita dalam mengintegrasikan dan meringkaskan apa yang sudah diketahui orang lain tentang bidang kajian kita (Neuman, 2011), cara menganalisis menjelaskan tentang dirkusus penelitian ini tentang pengembangan masyarakat beragama, relasi antara agama dan masyarakat dalam ranah ilmu sosial, kepustakaan yang dihadirkan yakni berupa penelitian membahas sevara khusus tantangan dan srategi dalam masyarakat. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi Keberagaman di Indonesia 
Agama hadir dalam diri manusia sepanjang sejarah eksistensinya di muka bumi, agama juga hadir berdasarkan kebutuhan yang amat manusiawi, paling tidak dari segi emosional manusia itu sendiri (Azyumardi Azra, 1996).Fenomena kehidupan beragama di Indonesia yang memiliki daya tariknya tersendiri. Bangsa Indonesia yang mendiami 17.508 pulau, dikenal memili beragam tradisi, bahasa kebudayaan, ras, etnis, agama dan keyakinan. Keanekaraman sosial budaya, menunjukkan raealitas alamiah, tetapi sayangnya, multikulturalisme sebagai sesuatu datum (sesuatu yang terberi) dan factum (suatu yang dibuat dan dihidupi) belum sepenuhnya menjadi kesadaran dan wawasan beragama (Huda, 2005), Fakta dilapangan menunjukkan  antara satu paham keagamaan dengan mudahnya menyesatkan paham keagamaan lainnya, begitunya sebaliknya. Seperti permusuhan tempat ibadah, ujaran kebenciaan atas nama agama, perbedaan pandangan antara lintas organisasi masyarakat, penafsiran keagamaan yang sempit,(Balitbang Kemenag, 2022),   Maka pendapat (Ghazali, A. M., & Busro, 2017), Jika agama diyakini oleh semua orang sebagai pedoman hidup, maka agama akan bernilai dinamis, universal, fleksibel dan berorientasi kedepan. Apapun agamanya jika tidak diakui, diikuti, atau tidak diyakini sebagai pedoman hidup dan sebagai kebenaran mutlak maka tidak akan memiliki makna apa-apa bagi para penganutnya. Dengan begitu dinamika kehidupan beragama dapat dilihat dari para penganutnya. 
Pendapat dari (Suryana, T, n.d.) menunjukkan bahwa manusia di Indonesia membentuk dan menentukan corak masyarakat agar terbentuk dan terwujud dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki, dalam kehidupan beragama di Indonesia keberagaman perlu dipelihara, sebab kenyataan alam semesta ini telah ditetapkan oleh pemiliknya, jika ada yang menolak, dia akan menemukan kesulitan, karena berlawanan dengan kenyataan itu sendiri, seperti halnya (Lestari, n.d.) Masing-masing pemeluk agama memiliki tata cara pengalaman dan ajarannya masing-masing dengan penuh kesadaran untuk tidak saling membenarkan agama yang dianutnya. Sebab tiap agama mempunyai ajaran-ajaran yang khusus, yang membedakan dan memiliki ciri-ciri yang tidak sama dengan yang lain. Adanya perbedaan-perbedaan diantara agama-agama dalam berinteraksi secara penuh, tidak menonjolkan identitas agama, dan juga tidak mengaktifkan simbol-simbol agama termasuk telah menghargai perbedaan-perbedaan itu. Dengan demikian wujud kerukunan atau toleransi antar umat beragama akan terlaksana apabila interaksi antar umat beragama tidak saling merugikan. Setiap agama harus melaksanakan dan menggariskan dua pola hubungan setiap pemeluknya untuk mewujudkan kebaikan, yaitu hubungan yang horizontal dan hubungan yang bersifat vertikal. Hubungan yang bersifat horizontal atau pola hubungan manusia dengan masyarakat sekitar atau hubungan manusia dengan sesamanya yang berbeda ras, kebudayaan, agama baik itu dalam bentuk kemasyarakatan seperti bekerja sama, ataupun pola individu dengan individu untuk menjalin rasa persaudaraan yang lebih erat.(Pradipta, Y., Arifin, K., & Fadhil, A, 2014).
Dalam konteks yang demikian, agama sejatinya diturunkan dan dianut oleh masyarakat dikarenakan memiliki sebab dan tujuan-tujuan tertentu, dan yang paling fundamen dari sebab dan tujuan tersebut adalah harapan tempat menyandarkan kedamaian, kebaikan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Agama juga telah dijadikan sebagai ideologi dalam menciptakan dan menggerakkan spirit motivasional bagi manusia sebagai bentuk mengaktualisasi diri dalam kehidupan,2 dan sebagai gerakan revolusioner untuk pembebasan diri dari tirani, hegemoni, dan ketidakadilan sosial politik, budaya serta ekonomi (Fachry Ali., n.d.)  Atas dasar sifat dan fungsi agama yang demikianlah masyarakat memeluk agama, di samping karena beragama atau bertuhan sudah menjadi fitrah manusia.
2. Karakteristik “Harmonisasi” Masyarakat Beragama
Secara etimologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bernegara(Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.),  Keharmonisan dari segi terminologi bermakna keadaan rukun atau berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu. Harmoni dapat pula berarti berprilaku rukun atau menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi sehingga hubungan-hubungan sosial tetap terlihat selaras dan baik. Kata rukun dan kerukunan mempunyai pengertian damai dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari (Amirulloh Syarbini, dkk., 2011). Selain itu menurut (Iones, 2023) , bahwa untuk dapat membuat kerukunan dn kemajemukan sebagai sebuah unsur pemersatu dan penginspirasi bangsa, setiap orang di Indonesia, apapun etnis dan aliran keagamaannya (atau aliran kepercayaannya), perlu memandang etnisnya sebagai komplemen atau unsur pelengkap bagi etnis lainnya. Sebab, unsur yang potensial dapat saling memperkaya, baik dalam doktrin antar etnis maupun dalam praktek kehidupan bermasyarakat.
Lebih lanjut, penelitian oleh (Nurdin, n.d.) tentang karakteristik masyarakat harmoni dalam kajian Qurani yang menjelaskan bahwa indikasi masyarakat harmoni adalah sistem persamaan (Musa’wa). Hal tidak berarti bahwa seseorang harus sama secara mutlak dengan orang lain. Klausa ayat (Q.S) Al Hujarat (49) (13) pengatar menjelaskan manusia memiliki derajat kemanusiaan yang sama di sisi Allah. Tidak ada  perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, ciri kebebasan (Al-Huriyah) merupakan syarat untuk mewujudkan sistem yang harmonis yang akan mengantar manusia mencapai kebenaran dan kemajuan menuju terciptanya suatu kesadaran yang integral dan terhormat. Beberaoa aya Al-Quran antara lain: QS Al Baqarah (2): 256, QS Yunus (10) : 99. Q.S Al Nahl (16): 125. A-Shaffat (37): 102 telah membicarakan tentang kebebasan. Dalam hal kebebasan beragama misalnya Al-Quran tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama tertenu. Selanjutlah, Al-Adlah (Keadilan) sebagai upaya menujukkan masyarakat yang harmonis, dalam konsep Islam, keadilan merupakan keharusan dalam menetapkan hukum di antara manusia. Dalam konteks masyarakat harmonis, prinsip keadilan merupakan dasar yang perlu ditegakkan. Prinsip ini memberikan motivasi hidup rukun dan damai diantara warga masyarakat. Al-Quran menjelaskan kata adit dalam arti seimbang yang merupakan sinonim kata harmoni, diantara (QS) Al Infithar (82): (7). Oleh karena itu, prinsip “keharmonisan” merupakan prasyarat dalam membangun masyarakat beragama antara pribadi, antar etnis, antar umat beragama sehingga hubungan sosial tetap terlihat selaras dan baik. 
3. Model Pengembangan Masyarakat Beragama 
	Dengan menempatkan pengembangan masyarakat beragama sebagai titik pusat kajian, maka diperlukan model yang digunakan dalam rangka untuk menemukan persoalan. Memang kita masih terpaku dalam konsep pemberdayaan sebagai model utama dalam pengembangan masyarakat. Akan tetapi karena masyarakat beragama merupakan sebuah kharakterik tersendiri ruang lingkup cukup luas, maka diperlukan model pengembangan masyarakat dalam sebuah kajian pengembangan. Secara garis besar bahwa pengembangan yang dipahami disii menurut pendapat (Ahmad, n.d.) merupakan tindakan nyata yang menawarkan alternative modern pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perpektif Islam, dengan demikian penggambungan antara perilaku individu dan kolektif dalam dimensi amal soleh. Dalam konteks, masyarakat beragama memiliki langkah strategis dalam menciptakan tujuan dalam pemecahaan suatu masyarakat. Tawaran Pengembangan Masyarakat Islam model dalam membangun masyarakat beragama. Hal ini disebabkan masyarakat dikatakan harmonis jika hubungan masyarakat satu dengan lain baik dan memiliki rasa solidaritas sosial yaitu saling peduli, saling tolong menolong, kerjasama yang tinggi dan gotong royong. 
Dalam menjelaskan model pengembangan masyarakat beragama perpektif islam, pertama etimologi tentang model menurut sebenarnya merupakan abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam bentuk gambaran yang sederhana serta mempunyai presentase yang bersifat menyeluruh, jika dikolerasikan bahwa model pengembangan masyarakat beragama merupakan gambaran dasar unsur penting, dari perilaku yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Banyak model pengembangan masyarakat yang dapat digunakan sebagai upaya mempelajari pemberdayaan masyarakat beragama. Dari sekian banyak yang saa padang dapat dipakai dan dapat memberikan hasil memuaskan jika diterapkan dengan baik adalah sebagai berikut.
a. Model Pengembangan Masyarakat Madinah
Pengembangan masyarakat madinah merupakan istilah dalam memahami apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut (Muhtadi, 2013) Proses ini diawali dengan tahap Takwin dalam proses pengembangan masyarakat melalui terjadinya internalisasi Islam dalam kepribadian masyarakat, kemudian mengekspresikannya dalam ghiroh dan sikap membela keimanan dari tekanan struktural Amala Al- Mutrafin (para penindas). Proses takwin adalah tahap pembentukan masyarakat Islam. Kegiatan pada tahap ini adalah dakwah bil lisan sebagai ikhtiar sosialisasi akidah, ukhuwah, dan ta’awun. Pada zaman Rasulullah, dakwah dilakukan untuk pembebasan akidah masyarakat dari sistem akidah yang menjadikan keinginan subjektif manusia (al-hawa) yang diperumpamakan dalam bentuk berhala. Maksudnya dalam sistem akidah secara alamiah berupa hawa nafsu yang hanya mengikatkan diri dengan mengesakan Allah secara murni.
Selanjutnya,Tanzim adalah tahap pembinaan dan penataan masyarakat. Pada tahap ini dimulai dengan hijrah Nabi ke Madinah. Fase hijrah dimulai dengan pemahaman karakteristik sosial masyarakat Madinah, baik melalui informasi dari Mus’ab bin Umair maupun interaksi nabi dengan jama’ah haji peserta Baiat Aqobah. Dalam perspektif strategi dakwah hijrah dilakukan Ketika tekanan kultural, struktural, dan militer. Nabi memulai Gerakan penataan dakwah atau Tanzim (dengan hijrah) hijrah dimaksudkan adalah pemutusan keterikatan masyarakat dengan wilayahnya, bisa mengubah pandangan manusia terhadap alam, dan mengubahnya menjadi pandangan yang luas dan menyeluruh yang dapat menghilangkan kemrosotan sosial, pemikiran, dan perasaan, sehingga masyarakat yang statis menjadi dinamis. Dalam proses hijrah masyarakat diminta memutus hubungan dari lingkungan dan tata nilai yang dzalim sebagai upaya pembebasan manusia untuk menemukan jati diri yang lebih baik. Dalam proses dakwah Nabi SAW setelah sampai di Madinah, Nabi melakukan beberapa langkah mendasar yaitu (1) Membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi di Madinah., (2) Membentuk lembaga ukhuwah Islamiyah dan Ansor.
Tahap selanjutnya, Nabi menata dan mengembangkan masyarakat Islam. Untuk memperkuat basis komunitas muslim awal, dakwah Islam sangat memerlukan organisasi atau lembaga yang merepresentasikan ukhuwah Islamiyah di Madinah. Da’i berpijak pada kekuatan yang ada di dalam organisasi dakwah itu, Nabi menciptakan suatu landasan kehidupan dalam berpolitik di Madinah yaitu dengan menandatangani sebuah perjanjian dengan semua kekuatan sosial dan politik yang ada. Dalam perspektif pengembangan masyarakat, Tindakan yang dilakukan oleh Nabi dapat disebut sebagai menciptakan Memorandum of Agreement antara da’i dengan Mad’u sebagai landasan kerja membangun dan mengembangkan masyarakat Madinah.  Terakhir, Taudi’ adalah tahap keterlepasan dan kemandirian. Di tahap ini, masyarakat telah siap untuk menjadi masyarakat yang mandiri terutama secara manajerial.Pada fase masyarakat mandiri dikenal juga dengan istilah masyarakat madani. Model pemberdayaan madinah dalam konteks pemberdayaan masyarakat beragama dapat diimplementasikan, mulai dari kesadaran setiap masyarakat yang diikat oleh aturan atau nilai tertentu, seperti halnya Nabi Muhammad SAW memberikan kesempatan kepada penduduk madinah yang berbeda dalam mengembangkan masyarakatnya.
b. Model Pengembangan Masyarakat Asset-Bassed Comunit Develoment
Konsep Asset Based Community Development atau sebutan ‘ABCD’ menurut  (Maulana, n.d.) merupakan salah satu strategi dalam melakukan pengembangan masyarakat. Pada konsep pemberdayaan, masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan tidak lagi disebut sebagai kelompok yang lemah dan tidak memiliki potensi apa-apa. Justru masyarakat dipandang sebagai suatu kelompok yang sebenarnya memiliki potensi untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan, termasuk permasalahan peningkatan taraf hidup, sosi-ekonomi. Yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat dalam hal pemberdayaan lebih kepada ketiadaan akses untuk memaksimalkan potensi mereka, dan masih terbatasnya sistem sumber yang mampu memfasilitasi masyarakat dalam rangka memanfaatkan potensi mereka.
Pemahaman mengenai konsep ABCD menurut (Widjajanti, n.d.)  ini ditambah dengan 4 (empat) kriteria, yaitu; Problem Based Approach, Need Based Approach, Right Based Approach, Asset Based Approach. Kriteria yang pertama terkait Problem Based Approach merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa masalah itu sendiri. Dengan adanya masalah masing-masing orang atau kelompok membuat seseorang sadar akan melakukan sebuah perubahan atau berusaha paling tidak untuk menyelesaikan masalah tersebut Kriteria Need Based Approach ini menggunakan kebutuhan seseorang sendiri. Kebutuhan merupakan hal yang harus dipenuhi dalam kehidupan karena berkaitan dengan kenyamanan dan kesejahteraan. Kebutuhan masyarakat berupa tempat tinggal, sandang, pangan dan papan, merupakan hal yang paling harus ada dalam diri masyarakat sebagai wujud tercukupinya kebutuhan dasar. Indikator itulah yang digunakan untuk memancing seseorang dalam melakukan perubahan dalam dirinya sendiri. Right Based Approach merupakan kriteria pengembangan masyarakat dengan menggunakan kekayaan. Prinsip ini menggunakan kekayaan untuk pengembangan masyarakat sendiri, pemberian modal bagi seseorang guna menunjang kegiatan dalam proses keberdayaan seseorang. Keunggulan dalam hal ini dapat masuk dalam berbagai aspek, terkadang materi (uang) yang diberikan bisa juga digunakan untuk pengobatan dalam hal mendesak, sehingga tidak menutup kemungkinan manfaat dalam konsep Right Based Approach. Sedangkan kriteria yang terakhir adalah Aset Based Approach, merupakan cara yang digunakan dengan menggunakan potensi dasar yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. Potensi seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, gotong royong, dll. Beberapa potensi inilah yang merupakan aset besar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat (Maulana, n.d.).  Dalam konteks, pengembangan masyarakat beragama salah satu model untuk mengembangkan masyarakat yang melalui rasa kebersamaan, kerukunan dan solidaritas dalam diri masyarakat diharapkan akan memunculkan kecerdasankepekaan sosial, sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui masalah dan mampu menyelesaikannya. 
c. Model Pengembangan Masyarakat People-Centered-Participatory
Pemberdayaan masyarakat dalam (Noor, n.d.) merupakan paradigma dalam pembangunan centered, participatory, empowerment, dan suistanbale, lebih jauh chamber menjelaskan bahwa konsep dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-semata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan masyarakat. Konsep empowering lebih luas yang dikembangkan sebagai alternative konsep pembangunan yang telah ada. Konsep dalam (Chamber, n.d.) ini mencoba melepaskan diri dari perangkap “zero-sum game dan trade off” dengan titik tolak pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas. Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji tiga aspek: Pertama, Enabling yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membanguna daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya. Kedua, Empowering yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya Ketiga, Protecting yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi(Friedman, n.d.), dalam konteks masyarakat beragama asumsi dapat digunakan mulai dari menyelediki potensi yang ada, komitmen bersama hingga memperkuat potensi yang ada sehingga dalam kesatuan masyarakat beragama mampu melindugi dan kepentingan masyarakat yang lemah. 
d. Model Pengembangan Masyarakat Inter-Religius
	Model praktik pengembangan masyarakat Inter-Religius dipraktekan dalam upaya mendialogkan persoalan antara masyarakat, pesan mereka dalam pengembangan masyarakat memperhatikan perpektif kemanusian mulai dari Perdamaian (Islah), Persaudaraan (Ukhuwah), Toleransi (Tasamuh), Moderasi (Wasatiyyah), saling mengenal (Ta’aruf), dan kebaikan (ihsan). Dialog dan koloborasi menjadi alat utama dalam menghubungkan yang konstruktif dalam membicarakan komitmen bersama. Ahmad Munjid dalam (Rahman, n.d.) menyebut bahwa interreligious studi yang berusaha menekankan pada dialog sehat antar umat beragama. 
Dialog sarana penting dalam pengembangan masyarakat, tanpa komunikasi yang baik, maka tidak tercapainya konsesus bersama. Ditambah persoalan perbedaan antar etnis, agama, lintas ormas yang menambah jarak dalam struktur masyarakat.  Upaya mendialogkan mulai dari persoalan muamalah, atau hubungan antar masyarakat. Komitmen bersama menjaga dalam nalar kesadaran kolektif, sebagai anak bangsa yang menjaga wilayahnya. Bentuknya, berbagai macam dialog inter-religius, mulai dari kerja bakti, ronda malam yang merupakan langkah kongkret dalam pengembangan masyarakat. Konsepsi demikian, menjadi sararana dalam memperluas model pengembangan masyarakat beragama.

D. SIMPULAN
Dalam tulisan ini saya mencoba menujukkan bahwa masyarakat beragama merupakan realitas di sekitar kita, kharakteristik keberagamaan mulai dari perbedaan antara perbedaan agama, suku, etnis menjadi hambatan dalam mengembangkan masyarakat. Masyarakat Beragama yang hamonis menjadi langkah dalam membangun struktur masyarakat. Dilihat kerangka Islam, bahwa dalam persamaan, keadilan dan kebebasan menjadi prasyarat utama dalam memahami “hamonisasi” dalam masyarakat.
Mengingat masyarakat beragama secara empiris merupakan fenomena yang ada di masyarakat, pembacaan dalam  kerangka studi pengembangan masyarakat Islam dapat digunakan untuk meneliti, menelaah atau menggunakan model dalam menemukan prombelatika dan mengatasi persoalan secara berkelanjutan, antara lain model pengembangan masyarakat madinah, model pengembangan masyarakat ABCD, model pengembangan masyarakat people, centered, participatory, dan model pengembangan masyarakat inter-religus. Penggunaan model demikian tentunya menuntut pemahaman komplesitas persoalan terkait pemahaman tentang masyarakat beragama. Masalah kemudian adalah, memadaikan pengetahuan kita untuk menjawab persoalan model pengembangan masyarakat beragama. 
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